REPUBLIK INDONESIA

No.124, 2012 AGREEMENT. Pengesahan. Republik Indonesia-
Republik Belarus. Pembebasan Visa. Paspor
Diplomatik. Dinas.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI
PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS
ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC
OR OFFICIAL/SERVICE PASSPORTY)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Minsk, Belarus, pada tanggal 15 September
2011 Pemerintah Republik Indonesia telah
menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang
Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau
Paspor Dinas (Agreement between the Government of the
Republic of Indonesia and the Government of the Republic
of Belarus on Visa Exemption for Holders of Diplomatic or
Official/ Service Passports), sebagai hasil perundingan
antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Belarus;
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan
tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN
PERSETU-JUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS
TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR
DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON VISA
EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR
OFFICIAL/SERVICE PASSPORTY).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Belarus tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang
Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (Agreement between the Government
of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus
on Visa Exemption for Holders of Diplomatic or Official/ Service Passports)
yang telah ditandatangani pada tanggal 15 September 2011 di Minsk,
Belarus, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Rusia, dan
Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam
Bahasa Indonesia, Bahasa Rusia, dan Bahasa Inggris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam
Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Mei 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN

PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS

TENTANG

PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK
ATAU PASPOR DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus, selanjutnya disebut
“Para Pihak”,

Berhasrat untuk mempromosikan perkembangan lebih jauh dari hubungan bilateral dan
kerja sama yang baik di antara kedua negara,

Menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi perjalanan warga negara dari kedua
negara yang memegang paspor diplomatik atau dinas,

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di masing-masing negara,

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1
PEMBEBASAN VISA

Warga Negara Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, wajib
tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di
wilayah Republik Belarus untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal mastik (tidak dapat diperpanjang).

Warga Negara Belarus, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, wajib
tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di
wilayah Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal masuk (tidak dapat diperpanjang).

www.djpp.depkumham.go.id



5 2012, No.124

PASAL 2
MASA BERLAKU PASPOR YANG SAH

Masa berlaku paspor diplomatik atau dinas yang sah dari warga negara Para Pihak wajib
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan pada hari memasuki wilayah negara Pihak lainnya.

PASAL 3
KETENTUAN MASUK DAN KELUAR

Warga negara salah satu Pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan persyaratan visa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Persetujuan ini, berhak memasuki, menetap,
transit, dan meninggalkan wilayah Pihak lainnya melalui pos lintas perbatasan yang
terbuka bagi lalu lintas internasional, dengan syarat bahwa yang bersangkutan mematuhi
ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Pihak
tersebut sehubungan dengan prosedur kedatangan, perjalanan, menetap, dan keluarnya
warga negara asing.

PASAL 4
HAK PIHAK BERWENANG

Pihak yang berwenang dari masing-masing Pihak berhak menolak kedatangan atau
mengakhiri izin tinggal siapapun yang memperoleh fasilitas pembebasan visa
berdasarkan Persetujuan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional
Para Pihak.

Warga negara masing-masing Pihak, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas
yang masih berlaku, wajib mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan di negara Pihak lainnya selama berada di dalam wilayah Negara Pihak
tersebut.

Para Pihak wajib saling memberikan pemberitahuan secara tertulis melalui saluran
diplomatik sehubungan dengan adanya perubahan dalam ketentuan hukum dan
peraturan perundang-undangan di negaranya mengenai kedatangan, transit,
menetap, dan keluarnya warga negara asing dari wilayahnya.

PASAL 5
VISA BAGI ANGGOTA MiSI DIPLOMATIK DAN KONSULER

Warga negara salah satu Pihak, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang

masih berlaku yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di wilayah

negara Pihak lainnya, termasuk anggota keluarganya (anggota keluarga merujuk kepada

suami/istri, anak-anak yang berumur di bawah 25 tahun, belum menikah dan tidak
2
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bekerja, serta orang tua yang ditanggung) disyaratkan untuk memperoleh visa masuk
yang sah dari misi diplomatik atau konsuler Pihak lainnya sebelum masuk ke wilayah
Pihak lainnya.

PASAL 6
PENUNDAAN

Masing-masing Pihak dapat menunda sementara Persetujuan ini secara keseluruhan
atau sebagian, dengan alasan keamanan nasional, ketertiban masyarakat atau
kesehatan umum.

Berlakunya maupun berakhirnya aturan sebagaimana tercantum dalam ayat 1 pasal
ini harus diberitahukan dalam jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) jam kepada Pihak
lainnya terlebih dahulu melalui saluran diplomatik.

PASAL 7
CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN

Para Pihak waijib saling melakukan pertukaran, melalui saluran diplomatik, contoh
paspor diplomatik dan paspor dinas yang digunakan oleh masing-masing Pihak
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini,
sekaligus memberikan informasi sehubungan dengan prosedur pemakaian paspor
dimaksud.

Dalam hal diterbitkannya paspor diplomatik dan paspor dinas yang baru atau
dilakukannya perubahan atas paspor-paspor dimaksud, maka masing-masing Pihak
wajib memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, secara tertulis melalui
saluran diplomatik, sehubungan dengan adanya perubahan tersebut, sekurang-
kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penerbitan resmi.

Dalam hal paspor diplomatik atau paspor dinas milik warga negara salah satu Pihak
hilang atau rusak di wilayah negara Pihak lainnya, maka yang bersangkutan wajib
segera memberikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang di negara
penerima melalui misi diplomatik atau kantor konsuler negaranya. Misi diplomatik
atau kantor konsuler dimaksud wajib menerbitkan dokumen perjalanan yang sesuai
dengan peraturan yang berlaku di negaranya bagi warga negara tersebut.

PASAL 8
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan
ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui
konsultasi atau perundingan antara Para Pihak.

3
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PASAL 9
PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi, jika diperiukan, berdasarkan kesepakatan
bersama Para Pihak secara tertulis. Perubahan atau revisi dimaksud mulai berlaku
berdasarkan ketentuan pada ayat 1 Pasal 10 dari Persetujuan ini dan menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

PASAL 10
PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU, DAN PENGAKHIRAN

Persetujuan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya
pemberitahuan terakhir secara tertulis dari Para Pihak melalui saluran diplomatik
yang menegaskan bahwa seluruh persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini
telah dipenuhi.

Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan harus diperpanjang
untuk periode-periode 5 (lima) tahun berikutnya.

Persetujuan ini akan tetap berlaku kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk
mengakhiri Persetujuan ini dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan
secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan kuasa yang diberikan,
telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Minsk pada tanggal 15 September tahun 2011, dalam dua rangkap asli, masing-
masing dalam bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris, seluruh naskah memiliki keabsahan
yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah Bahasa Inggris yang
berlaku.

UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH
’ REPUBLIK BELARUS

Re .P. Marsudi Sergei Aleinik
Direktur Jenderal Amerika dan Er Deputi Menteri Luar Negeri

www.djpp.depkumham.go.id



2012, No.124 8

REPUBLIK INDONESIA

COTJAHIEAUE
Mexay HpasurenbsTeom Pecnytauxy Hrnonesnsa
u lpaBurennerBom Pecuybauxn berapycs
o0 oTMERE BM2 1M BIAJEIBIEE

FUIVIOMATHUSCKMX ¥ c.'xymeﬁuux nacnopToB

Iparurenscreo PecryGnukia Visgoaesus w [1pasutensctBo PecyOnnku
benapycse, nanee umenyemeie CTOpCHaMA,

PYKOBOJCTBYSCH 3KEAHHEM CIOcOGCTBOBATh AAlbHEHIIEMY pPa3BUTHIO
JPY:KECTBEHHBIX OTHOWEHUH H COTPYABAUECTBY MEWKILY ABYMS CTpaHaMHU,

RBIpaX<as [OTOBHOCIE OCNETYVTH B3aWMHBIE ITOE3JKM  TpaK/aH,
BIAAICIONIKX  JINTUICMATHNCCKMMYE ¥ cliy)keOFBIMII  NAclopTaMM, Ha
TEPPHTOPUH ToCyaapcrB CTOPOH,

E COOTBETCTBUHU ¢ HALOHANLHEM 22K0HOAATEIBCTBOM CBOMX CTPaH,

JAOTOBOPKIIHCHE O HUKCCIICIYIOHISM!

CTATBA 1
OTMEHA BU3

1. 'paxnpane Pecnyvbirmun VirHaoHesus — BIaesis JeHCTBUTEIbHBIX
AAIIOMATAYECKEX M CIy:ceOus™  [DACTIOPTOB  OCBOSOXIANTCA  OT
HeOOXOMMOCTH HONYHSHM BU3 4TS RHE38, TPAHMSUTA KM NpeOLIBAHWS Ha

TeppuTopni PecyOimiku Benapyer B TeHCHHE NEpEOAA, HE NPEBBIIIAICILIETO

30 (TpujizaTi) qHedi ¢ AaTsl Reeia (He MOXET ObiThL NPOJIICH).

1
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2. I'paxaane PecnybGnwky Benapyck — BIANENBIBl NEHCTBHTEIBHBIX
JUIUIOMATHUCCKUX W Ciy)eBHBIX  achopTeB  OCBOOOMIAIOTCA  OT
HEOOXOJUMOCTH TOJIYUCHHST BH3 1% BbE3/la, TPAH3UTa WK NPeObIBaHUS Ha
tepputopun  PecnyGnuku  Huxoresus B TedyeHUE  1epuoja, He
npesbiaoniero 30 (tpuanaru) xdAed ¢ maTe! Bhesna (HE MOXKET OBITh

OPOJIJICH).

CTATESA 2
CPOX JIEHCTBYS [TACITOPTA

Cpok JeficTBUA SHIUIOMATYISCKOrC 11 caykeOHOrO macnopra rpaxiad
rocyaapete CTopoH nospkeH ObITs Ae meHee 6 (UIECTH) MecAneB CO OHS

BBE3/1a Ha TEPPUTOPHIO TocyapcTa Apyraii CTOPOHEL

CTATBA 5
VCIIOBYA BBE3LA W BbIE3IA

I'paxknane rocymapersa on=oll CTOPOHE, XOTOpLIE OCBOGOMKIEHBI OT

HCO6X0}_II/IMOCTI’I MMOTYHCHNs BH3hl B COOTBETITRHA C DONOKRCHUAMA CTaTbhy 1

HacTosinero Cormamenns, MOTYT 3pe3XKars, OpeObiBaTh, ClEA0BaTh
TPaH3UTOM M NOKHUJATH TEPPHTOPKIC recyxaperBa Apyrod CTOpOHBI uepes
M00BI€ MYHKTH! [POITYCKa, OTKPBITEIE VIS MEXJIYHAPOJAHOTO MaCcCaXUPCKOTO
coobmenus, coOmoDaz Ip4 5TOM 3aKCHBL M OpaBWiIa TocylapcrBa
npuHrMarel CTopovs:, peryiaKpyiMue OPATOK 8besa, NpebuiBanus U

BhI€31a HOCTDAHALIX FPax Ui,

www.djpp.depkumham.go.id



2012, No.124 10

CTAThA 4
IIPABA KOMIIETEHTHLIX OPI'”AHOB

1. KoMreTeHTHbIE OpraHbl 1ocytapctBa Kaxaol CTOPOHBI COXPAHAIOT
IIpaBO OTKa3aTh BO BBE3/IE HIA OIPAHUYUTHL CPOK INpeOBIBaHHS JIHMLIAM,
OCBOOOXIEHHHIM OT HEOOXOAMMOCTH fCJIydeHUs BU3BI HA OCHOBaHUM
moJoXKeHUuY Hactosero Corjaiiedus, B COOTBETCIBUM ¢ HAaUOHAJIBHBIM
3aKOHOAATENHCTBOM rocyiapcts CTOPOH.

I'paxcziane  rocyraperBa  ojuodi  CTOpOHBL, — KMeEIOIIUE
JIUIIIOMaTHYECKHe U crykeCHBIE Tacnopta, AOMKHB cOOMI0AaTh 3aKOHB U
NpaBWia IPHHMMAIOUICTO T[OCYJApCTBa BO RpeMs WX IpeObIBaHUS Ha
TEPPUTOPHHU IOCyAapcTBa ApyIoil CTopoHbl.

3. CropoHnl OynyT IUCHMEHHO WH(OPMHpPOBATH Jpyr Apyra Io

JAUIINIOMaTHYECKUM KaHalaM O moOBIX MIMEHEHUAX B 3aKOHAX U IpaBuIax

CBOMX TOCYNapCTB, pEryJIdpyICIIMX [OPSIOK Bbe3na, IpeObIBaHUS,

CJICIOBAHUS TPAH3UTOM Y BhIC3/1¢ HHOCTPAHHLIX Ipaxaad.

CTATHI 5
BU3b! JUIS1 COTPY THUKOB TUTLIOMATUUYECKUX
MIPEAICTBUTEILCTR U KOUCYIILCKUX YUPEXEHUNA

I'paxpane  rocymapcrsa  kaxpoid  CTOpOHEl  —  BIaJelbIibl
JIeHCTBUTENbHBIX JUINTIOMATHYECKUX H CTYKEOHBIX MACNOpTOB, Ha3HAYECHHEIE
Ha JOJDKHOCTH B JHINIOMATUYEGCKUE NPEACTABUTCNBCTBE HIM KOHCYJIHCKUE
YUPSKICHHIS, DPACIIOIOMEHHEIZ KA TEPPUIOPHH  TOCYNApCTBa  JIpyroi
CTopoHEl, BKIIOYas 4NCHOB ¥ coMell (Cympyr/cynpyra, HE COCTOSIIME B
Opake HepaGoTaonIMe JIETA B BO3PACTE JIO 25 Ner, HAXOAUIKECs Y HUX HA

WXJIHBCHUMA pOlIHTC.TiPI), ACIIKABL HTONYHATH COCTBETCTBYHOINYIO BEE3AHYIO
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BH3Y B JIMIUVIOMAaTHUYCCKOM  HPCACTABUTCIECTBC  HUIIH KOHCYJILCKOM

YUYPEKIEHUH rocyiapcta Jipyrodt CTOpOHBI JI0 BbE3/a.

CTATRI 6
IIPUOCTAHOBJIEHUE JIEUCTBUSA COTJIAUIEHUS

1. IIpumenenue Hacrosiero CoriameHysi MOXeT ObITh ITOJHOCTBIO WK

YaCTHYHO TIPUOCTAHOBIEHO J000H u3 CTopoH B Hewix obecnedeHus

HAllHOHAIbHOK GCSOHaCHOCTH, 0OIECTBEHHOTO nopsaKa WJIH 340pPOBbi

HaCcCNCHMA.

2. O BBeiedun aub0 o6 o1MeHE Mep, YNOMAHYTBIX B MyHKTE |

HacToamedl crartsu, JApyras Cropona JomkdHa OHTh 3a671aroBPEMEHHO

YBCAOMJICHG 110 JAINIOMATHYCCKBM KaHallaM He MCHEC YEM 3a 72 (CCMLI(CC}IT

JIBa) daca.

CTATBA 7
OBbPA3Iib! 1 BEITTAYA [TACIIOPTOB U ITPOE3JHBIX
AOKYMEHTOB

1. Crepous! B Tedenme 30 (Tpupnath) JHEW TOCAe MOAMMCAHUS

Hacrosiiero CoraneHus oOMEHSIOCS 10 JUTUIOMATHYCCKHUM  KaHaJ1aM

o6pa3uaMH lICﬁCTBy}OH!HX JAQIOMATHHCCKAY K CHy)KCGHBIX HacCopToB,

a TaKKe PIH(I)OpMaI_[I/ICﬁ O NPOICAYPC MX UCTIONB30BaHUA.

2. B cayyae BBEINCHHMS HOBHEIX JKWIUIOMATHYECKHX M CIYXKEOHBIX

HacnopTos, a TaKme HIMCHEHUA CYIICCTBYIOIMUX CTOpOHIﬂ GYZIyT

uHGOpMHUpORATh APYT ApPyra IACBMEEHO N0 AWMLIOMATHYECKHM KaHamaMm o0

5TUX U3MEHEHUAX He Ne3anee UeM 3a 30 (Tpuauath) AHEH 10 UX BBEACHHS.

3. B ciydae yTpathi, XMIUCHHS #ANH NOBPEKASHAN NUILTOMATHIECKOTC

WM CiIy)keGHOro 11aciiopra rpaxjiaHiHa rocyaapcrsa ojHol CTOpPOHH Ha

4
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7

TEPPUTOPHUU TOCYAAPCTBA L[p‘yroﬁ CTOPOHBI OH JOJ/DKCH HE3aMEIJIHUTCIBHO

npouHGOpMEPOBaTE 06 3TCM KOMIIETEHTHBIE OpraHbl NPUHHMAIOIIETO
rocyzapcTBa 4epe3 JUIIOMaTHIECKOe MPEACTaBKIENbCTBO WIH KOHCYJIBCKOE
VUpEXICHHE TOCyapCTBa CBOCH TpaskAAaHCKCH NMPUHAIIeKHOCTH, KOTOPOE B
COOTBETCTBUU c HalKOHAIBLHBIM 34KOHO/IaTEIBCTBOM BBIJIAET
BBIIICYKa3aHHOMY IIMIly COOTBETCTRYIONIY JOXYMEHT /UIA BO3BpaIllCHUsA HA

TEPPUTOPHIO CBOETO rOCYAaPCTBa.

CTATDHA &
PA3PEIIEHRUE CIIOPOB

JloOble pa3HOYTEHHS WJIW CHOPbI, BO3HUKAIOIUE IPU TNPUMEHEHHH
nonoxeHu#t  Hactosawero  Coraamenus, OyayT — paspemiatecsi B
JPYXECTBEHHOM MaHEepe NOCPEACTBOM KOHCYJIbTallMid MM [EPeroBOpOB

Mexay CTopoHaMHu.

CTATHA S
JOIIOJIHEHIA 1 USMEHEHWA

B cmydae HeoOxoaumMccTH B Hacroslilee (COITALIEHUC MOTYT OBIThH
BHECEHBl HM3MESHEHHA M JIONOIECHUS MO B3aUMHOMY ITMChMEHHOMY COTJIACHIO
CropoH. Taxue M3MEHEHH: XU AONOMHCHHS RCTYNAIOT B CHIy B IOPSJIKE,
npenycMotrpenuoy: B nyekre | Ctarbu 10 Hactomuero CornameHus, U

COCTABJIAIOT HEOTHEMIIEM Y FO HaCTH HACTOAMZTO Cornainenus.
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CTATBRA 10
BCTYIUIEHUE B CUTY, IIEMCTBUE U ITPEKPALIIEHUE
COI'JIALLIEHW A

1. Hactosimee Corjanienrie BCTynacT 8 cuiay yepe3 30 (Tpuauars) aueit
€O JIHS NOJYYCHHUS O JUILICMTUUECKHM K3HATaM [TOCAEIHET0 MUCEMEHHOTO
YBEAOMJICHMST O  BEIIONHeHyMn  CTOPOHaMyl  BHYTPUIOCY1apCTBEHHBIX
IIPONEAYp, HEOOXOIMMEIX [Uis €T0 BCTYINICHHS B CHITY.

2. Hacrosimee Cormaizenue aeficTByer B Teuenue S (marm) jaeT u
HPOJIEBASTCS HA TOCASAVIONINS TS THIIS THAE TEPHO/IBL.

3. Hacrosee Cornamesane 0y21 ocTaBarhca B cyjle JO TeX Hop, MoKa
HE OYJeT MpeKpalleHo o KCIaHW0 OTHON U3 CTOPOH MyTeM HalpaBICHUS
npyro#i CTOpOHE MUCHMEHHOTO YECICMIICHHS IO THILIOMATUYCCKAM KaHallaM

He no3nHee 30 (rpumiari) AHel 10 npejaiosaracMolt 1aTel HpeKkpalleHus.

B YAOCTOBEPEHULS UEI'(r HMIKCIIOHIUCABILIHACCH, 6y}1y‘ﬂ/l JOJDKHBIM

06p33OM Ha TO ¥YNOIHOMOUYCHHLIMH, MTOANHCAIH HACTCAIICS Cornanienuce.

Cogepmreno B ropoge Murcke 15 centsaOps 2011 roma B AByX

JKBEMILAPAX, KaKABIA HA MHICHE3UECKOM, PYCCKOM N aUTIMICKOM S3bIKax,
MPpUYEM RCE TEKCTHl ABNAIOTCH ayTCHTWYHBIME. B ciydae pacxoxiaeHus B

TOJIKOBAHMHU HPCHUMYIHSCTBO UMECT TCKCT Ha AHTIRHACKOM S3BLIKE.

3a llpaBuTeinerao 3a [ipaBureascrBo

Pecuybmuxu Mingoresus Pecnyuinku bBenapych
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REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS
ON
VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC
OR CFFICIAL/SERVICE PASSPORTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of
Belarus hereinafter referred to as “the Parties”,

Desiring to promote further development of friendly bilateral relations and cooperation
between the two countries,

Expressing their readiness to facilitate mutual travels of nationals of the two countries
holding diplomatic, official/service passports,

Pursuant to the laws and regulations of the respective countries,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
VISA EXEMPTION

Indonesian nationals, who are the holders of valid diplomatic or service passports,
shall not be required to obtain visa to enter, transit or stay in the territory of the
Republic of Belarus for a period which does not exceed 30 (thirty) days from the date
of entry (may not be extended).

Belarusian nationals, who are the holders of valid diplomatic or official passports,
shall not be required to obtain visa to enter, transit or stay in the territory of the
Republic of Indonesia for a period which does not exceed 30 (thirty) days from the
date of entry (may not be extended).
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ARTICLE 2
DURATION OF PASSPORTS VALIDITY

The duration of diplomatic or official/service passport validity of nationals of the state of
either Party shall be at least 6 (six) months on the day of entry into the territory of the state
of the other Party.

ARTICLE 3
ENTRY AND EXIT CONDITIONS

Nationals of the state of one Party entitled to visa exemption under the provision of Article
1 of this Agreement may enter, stay, transit through and leave the territory of the state of
the other Party at any border crossing points open for international traffic, provided that
they respect the laws and regulations of the state of the respective Party, governing the
procedures of entry, travel, stay and exit of foreigners.

ARTICLE 4
RIGHTS OF AUTHORITIES

The competent authorities of the state of the Parties shall reserve the rights to refuse
the entry or terminate the stay of any person entitled to visa exemption under this

Agreement according to the national legislation of the states of the Parties.

Nationals of the state of one Party holding valid diplomatic or official/service passport
shall respect laws and regulations of the host state through the duration of their stay
in the territory of the state of the other Party.

The Parties shall inform each other in written through diplomatic channels regarding
any changes in their national laws and regulations governing the entry, transit, stay
and exit of foreigners.

ARTICLE 5
VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC AND CONSULAR MISSION

Nationals of the state of either Party who are the holders of valid diplomatic or
official/service passports and assigned as member of diplomatic mission or consular office
in the territory of the state of the other Party, including their family members (the term
family members refer to husband/wife, unmarried children under the age of 25 (twenty
five) years and unemployed and their dependent parents), shall be required to obtain

2
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appropriate entry visa from the diplomatic mission or consular office of the state of the
other Party prior to the entry.

ARTICLE 6
SUSPENSION

The application of this Agreement may be provisionally suspended in whole or in part
by either Party for the reasons of national security, public order or public health.

The introduction, as well as termination of the measures stated in paragraph 1 of this
Article shall be duly informed through diplomatic channels to the other Party within no
less than 72 (seventy two) hours in advance.

ARTICLE 7
SPECIMEN AND ISSUANCE OF PASSPORTS OR TRAVEL DOCUMENTS

The Parties shall exchange through diplomatic channels within 30 (thirty) days after
signing of this Agreement the specimens of their valid diplomatic and official/service
passports, as well as the information on the procedure or their use.

In case of introduction of new diplomatic or official/service passports as well as
modifications of existing ones, the Parties shall inform each other, in written through
diplomatic channels, about any changes not later than 30 (thirty) days prior to their
official introduction.

In case of nationals of the state of one Party lose or damage their diplomatic or
official/service passports in the territory of the state of the other Party, they shall
immediately inform the competent authorities of the receiving state through diplomatic
mission or consular office of the state of their nationality. The diplomatic mission or
consular office concerned shall issue to the aforementioned persons in conformity
with the legislation of their state a document for returning to the state of his/her
nationality.

ARTICLE 8
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any differences or disputes arising out of the implementation of the provisions of this
Agreement shall be settled amicably through consultation or negotiation between the
Parties.
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ARTICLE 9
AMENDMENT

This Agreement may be amended or revised, if it is deemed necessary, by mutual written
consent of the Parties. Such amendment or revision shall enter into force according to the
provision of paragraph 1 of Article 10 of this Agreement, and form an integral part of this
Agreement.

ARTICLE 10
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days after the date of the receipt of
the last written notification in which the Parties inform each other through diplomatic
channels that all requirements for entry into force of this Agreement, as stipulated by
their respective national legislation, have been fulfilled.

This Agreement shall remain in force for period of 5 (five) years and shall be renewed
consecutively for further periods of 5 (five) years.

This Agreement shall remain in force, unless either Party decides to terminate this
Agreement by giving written notice to the other Party through diplomatic channels 30
(thirty) days prior to expected termination date.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized, have signed this
Agreement.

Done in Minsk on this 15" day of September in the year of 2011, in two originals, each in
the Indonesian, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case
of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC REPUBLIC OF BELARUS

-

' [ .

Retnho/L.P. Marsudi Sergei Aleinik
Director General for America and Deputy Minister of Foreign Affairs
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MIHICTOPCTBA 3AMEXHBIX CIIPAY
PICIIYBJIKI BEJAPYCH

CBEYbILD, IITO TPI3LASHT POCIIYBJIKI BEJIAPYCh
VIIAYHABAXBIY

AJIEVHIKA CSIPTESI ®EJAPABIYA,

HAMECHIKA MIHICTPA 3AMEXHBIX CIIPAY
PIOCITYBJIIKI BEJIAPYCD,

HA TIPABSIJI3EHHE IIEPATABOPAY IIA TIPAEKTY AT AJHEHHS
[MNAMDKX YPAJAM POCITIYBJIIKI BEJIAPYCH I YPAIOAM POCITYBJIIKI
IHIAHO3IA Ab AJIMEHE BI3 JJIs1 VIAJIAJIBHIKAY
JBIIJIAMATBIYHBIX I CJIVKBOBBIX TTAILIIAPTOY I TIAAITICAHHE
HAJISEHAT'A TIAI' AIHEHHSI.

r. MiHcK
74 BepacHs 2011 roga ;

Minictp |
3amexHbix Crpay.
Pacny6unixi benapyck

3a HauanbHika
['anoynara /laraBopHa-IIpaBaBora
YnpayneHus
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